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ABSTRAKSI 
Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar ke-dua di Indonesia, 
mengalami berbagai dinamika dalam perjalanannya, berupa keberhasllan yang 
dicapai maupun permasalahan yang dihadapi. 
Seperti halnya dengan kota-kota lain di Indonesia, pelacuran merupakan 
masalah klasik yang dihadapi oleh hampir setiap daerah. Berbagal macam reaksl 
telah diberikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat untuk menangam 
masalah ini. Dan dalam hasil penelitian berikut akan dikemukakan mengenai 
bagaimana keefekcfifan kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan 
kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan pelacuran remaja di 
wilayahnya. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian survai yang 
ditujukan untuk maksud penjajagan (eksploratif) dikarenakan pengetahuan 
peneliti tentang masalah kebijakan untuk penanggulangan peJacuran remaja 
yang akan diteliti masih terlalu sedikit untuk dapat melakukan studt deskriptif 
dan masih sangat terbatasnya penelitian yang khusus membahas tentang tema 
tersebut diatas. 
Sedangkan pendekatan survai yang digunakan adaJah pendekatan 
survai evaluasi fonnatif yaitu melihat dan meneliti pelaksanaan suatu 
program, serta mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program 
tersebut. 
Berdasarkan teori keefektifan kebijakan yang dikemukakan oleh George 
Poulos dan Tannembaum, bahwa kriteria umum yang terkandung dalam 
keefektifan kebijakan adalah : Produktifitas dari kebijakan, kcberhasilan kebijakan 
untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang datang dari luar serta tidak 
adanya tekanan dan ketegangan yang terjadi antar unsur pelaksana. Secara lebih 
terpernci dalam bukunya organisasi dan manajemen Em H. Rosyidi menjelaskan 
bahwa keefektifan kebijakan dapat dilihat berdasarkan .- Kejelasan tujuan yang 
hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan 
penyusunan kebijaksanaan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan 
program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana kerja, sistem penga wasan 
dan pengendalian yang bersifat mendidik, pelaksanaan tugas secara efek:tif dan 
efisien. 
Selain itu terdapat beberapa fakIor yang berpengaruh terhadap pelaksaaan 
suatu kebijakan sehingga kebijakan itu nantinya akan dapat dilaksanakan dengan 
haik dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai seeara maksimal. 
Faktor-faktor tersebut antara lain: Faktor lingkungan internal maupun eksternal 
dari tempat dimana kebijakan tersebut diterapkan serta fakror motivasi dan 
perilaku pegawaL 
Dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Surabaya terdapat kelemahan-kelemahan yang menyebabkan kebijakan tersebut 
tidak bisa berjalan dengan efektif Tidak jelasnya tnjuan yang hendak dicapai, 
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strategi yang telah ditetapkan tidak bisa direalisasikan dengan optimal, proses 
analisis dan penyusunan kebijaksanaan tentang penanggulangan pelacuran remaJa 
belurn secara man tap terlaksana. 
Pereneanaan yang telah dibuat tidak tersusun secara mantap disebabkan 
kurang bisa memperkirakan keadaan yang akan dihadapi serta rendahnya orientasi 
ke depan. Program yang disusun tidak tepat mengenai sasaran karen a program 
yang dibuat dalam kenyataannya bukan hanya ditujukan untuk penanggulangan 
pelacuran remaja tapi lebih sebagai suatu program yang bersifat simbolik yaitu 
suatu program yang dibuat dengan kemungkinan program tersebut bisa 
menguntungkan ataupun sebaliknya yaitu merugikan, tetapi daIam 
pelaksanaannya program tersebut hanya rnemiliki dampak riil yang keeil terhadap 
masyarakat. Dengan demikian program ini bersifat tidak memaksa (Non­
Enforcement) melainkan berupa himbauan saja, sehingga obyek dari program itu 
sendiri yaitu para pelacur tidak merasakan atau menyadari kemanfaatan dari 
program tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana kerja serta tidak meratanya 
penempatan yang dilakukan merupakan salah satu penyebab bagi tidak efektifnya 
kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan pelacuran remaja. 
Adanya hambatan-hambatan daIam melakukan pengawasan dan 
pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan pelacuran remaja 
tersebut, telah mengakibatkan tidak bisa tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 
secara optimal. Dan dari berbagai macam kegiatan operasional yang dilakukan 
Pemerintah Kota Surabaya dalam penanggulangan pelacuran remaja, apakah yang 
berupa upaya pencegahan, penindakan maupun pembinaan nampak belum 
mencapai hasil yang efektif dan efisien. 
Selain itu adanya kendala bahwa para pegawai di lingkungan 
Pemerintahan Kota Surabaya mengalami beberapa masalah dalam motivasi kerja 
mereka, seperti : Frustasi karena kegagalan dalam menjalankan tugas dan adanya 
rutinitas yang membuat mereka jenuh, serta perasaan pasrah menerma keadaan 
tanpa harapan untuk mengadakan perubahan pada kondisi dan keadaan yang 
dihadapi oleh organisasinya maupun pribadi mereka sendiri. 
Oleh karena itu perlu kiranya Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan 
perumusan tentang tujuan yang akan dicapai secara lebih baik dan spesifik, 
mengadakan perbaikan dalam sistem pengav.'llsan dan pengendalian dalam 
pelaksanaan suatu kebijakan, mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi secara 
lebih optimal, memperbaiki sistem administrasi dan pengolahan data, 
meningkatkan kuaJitas dan fungsi dari bagian penelitian dan pegembangan pada 
masing-masing instansi atau bagian, peningkatan profesionaJisme, obyektifitas 
dan produktifitas dalam peJaksanaan tugas yang memang menjadi tanggung 
jawabnya. Serta yang terpenting adalah bersedia terbuka terhadap segal a macam 
krilik dan saran yang membangun, dengan cara melihal substansi pembicaraan 
bukan melihat siapa yang berbicara. 
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